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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah disusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Negara yang berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang
dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Negara.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengadilan
Negeri Negara selama Tahun 2017 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya
schingga belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKGIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri Negara disusun sebagai bahan untuk
penyusunan LKGIP Mahkamah Agung RI.

Negara, 19 Januari 2018
Wakil Ketua

TTD

Rr. Diah Poernomojekti, SH.
Nip. 19730917 199403 2 001



EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu
lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara Tahun 2017 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian
kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara selama tahun 2017 yang merupakan
pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang
mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini
juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LIKGIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan
Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Negara yang

Agung”.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Negara merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah
kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan
hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Negara sebagai birokrasi penyelenggara
kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan
Negeri Negara mempunyai visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Negara Yang Agung”

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Negara dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama,
baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu
institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang

ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinetja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinetja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Negara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2017. LKjIP itu sendiri merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang
telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang

lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.
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Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat
memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to
answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai

dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kedududukan Pengadilan Negeri Negara

Pengadilan Negeri Negara merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pengadilan Negeri Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Jembrana. Pengadilan Negeri Negara
beralamat di Jalan Mayor Sugianyar No. 1, Telpon (0365) 41204, Fax (0365) 41204, Website :

www.pn-negara.go.id , E-Maz/: pn_negara @yahoo.co.id.

a. Letak Geografis
Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di
Propinsi Bali, tetletak di belahan barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke
timur pada 8°09'30" - 8°28'02" LS dan 114°25'53" - 114°56'38" BT. Luas wilayah
Jembrana 841.800 Km? atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali. Ibukota Kabupaten:

Negara
b. Wilayah
Secara administrasi Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan yaitu:
- Melaya : Luas kecamatan Melaya: 197,19 Km?
- Negara : Luas kecamatan Negara: 126,6 Km?
- Jembrana : Luas kecamatan Jembrana: 93,87 Km?
- Mendoyo : Luas kecamatan Mendoyo: 294,49 Km?
- Pekutatan : Luas kecamatan Pekutatan: 129,65 Km?

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Negara merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah
Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Negara sebagai kawal depan
(Vo017 posi) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Jembrana.

Disamping tugas pokok tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-
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undangan yang diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non
kedinasan. Tugas-tugas tersebut antara lain Kemuspidaan, IKAHI, Dharmayukti, Koperasi,

Olahraga/PTWP dan lain sebagainya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai

berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

e Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan.

e Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang
dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

e Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

o Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera
Pengadilan.

o Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada
Sekretaris Pengadilan.

e Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk
diselesaikan.

e Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di
daerah hukumnya.

e Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

e Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan
dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri

menyelenggarakan fungsi :
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pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian
dukungan di bidang teknis.

pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi
perkara.

pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.

pelaksanaan mediasi.

pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Panitera Muda Perdata

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.

pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan
kembali kepada para pihak.

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
dan peninjauan kembali.

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para
pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung.

pelaksanaan penerimaan konsinyasi.

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum.

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 | Pengadilan Negeri Negara



pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.

pelaksanaan registrasi perkara pidana.

pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan
penahanan dan penangguhan penahanan.

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan
kembali kepada para pihak.

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
dan peninjauan kembali.

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para
pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung,.

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukumkepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum.

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Khusus

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang

diperlukan. Jumlah Panitera Muda Khusus yang dapat diangkat paling banyak 5 orang. Jumlah

Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
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kebutuhan dan beban ketja.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi :

pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus.

pelaksanaan registrasi perkara khusus.

pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan
penahanan dan penangguhan penahanan.

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan.
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan
kembali kepada para pihak.

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi
dan peninjauan kembali.

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para
pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung.

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekust;

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum.

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
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e pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

e pelaksanaan penyajian statistik perkara.

e pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.

e pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.

e pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.

e pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
transparansi perkara.

¢ pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan

o pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
8. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas
dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Kesekretariatan Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di

lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan

fungsi :

e penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.

e pelaksanaan urusan kepegawaian.

e pelaksanaan urusan keuangan.

e penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

e pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

e pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan

e penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
9. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi
informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan.
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10. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata ILaksana mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
11. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
urusan surat menyurat, arsip, petlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,

hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan

Negeri Negara, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Standard Operasional

Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Negara Tahun 2016 5 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap
posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil
keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisas;

6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama

harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah
hukum Kabupaten Jembrana memiliki susunan organisasi dalam mejalankan tupoksi.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07
Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan,

struktur organisasi Pengadilan Negeri Negara Adalah sebagai berikut.
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Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

MAJELIS HAKIM

KETUA

WAKIL

Rr. Diah Poernomoijekti, SH.

PANITERA

MAJELIS HAKIM

R. Tri Indiar Putranta, SH.

Pa

Panitera Muda

Panitera Muda

Pidana

Hukum

G A Putu Parsini,
SH.

I Nyoman Dana, SH. Panitera Muda

Khusus

| Made Sarma, SH.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Panitera Pengganti
- Juru Sita/Juru Sita Pengganti

SEKRETARIS

IGAG Swandana, ST., M.Si.

Teknologi Informasi,
dan Pelaporan

Suyitno, ST.

Subbagian
Kepegawaian,
Organisasi, dan
Tata Laksana

Subbagian
Umum dan
Keuangan

I Nyoman Suwerden, SH.

Ni Luh Putu Sriastiti, SE.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Fungsional Arsiparis
2. Fungsional Pustakawan
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